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ABSTRAK
Azifa Nadira. 2023. Tinjauan Maqasid as-syari’ah Terhadap Penyertaan Surat
Rekomendasi DP3AP2KB dalam Permohonan Dispensasi kawin di Pengadilan
Agama Kajen. Dosen Pembimbing : Khafid Abadi, M.H.

Penelitian ini mengkaji mengenai akibat hukum dari penyertaan surat
rekomendasi DP3AP32KB dalam permohonan dispensasi kawin di Pengadilan
Agama Kajen perspektif Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 dan
Maqasid as-syari’ah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh baru diterapkannya
prosedur penyertaan surat rekomengdasi, DP3AP2KB di Pengadilan Agama pada
tahun 2022, sementara MahkamahfAgungRepublik Indonesia sudah mengeluarkan
Peraturan pada tahun 2019. Bérdasarkan uraian tersebut penelitian ini bertujuan
untuk mengungkap dan menganalisis [atar-belakang diterapkannya peraturan
tersebut di Pengadilan Agama”Kajen serta implémentasinya dalam permohonan
dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kajen berdasackan Peraturan Mahkamah
Agung dan Maqasid as-Syari’ah agar diketahui status hukumnya dalam hukum
islam. '

Jenis penelitian’ ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan
pendekatan yuridiS empiris. Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang
diperoleh darifiKepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlidungan Anak(PHPA),
Panitera dan Hakim di Pengadilan Agama Pekalongan. Data sekunder yang
digunakan adaaltbuku-buku, jurnal, penelitian terdahulu yang terkait dengan tema
dan dipilih dengan teknik dokumentasi. Sedangkan data dianalisis dengan teknik
analisis kualitatif:

Hasil penehtian ini menunjukkan bahwa dengan @danya penyertaan surat
rekomendasi dari DP3AP2KB ini status pernikahan sebelum adanya MOU
dianggap sah karena suiat ini hanya sebagai rekomendasi bukan pemutus. Jika
dilihatdart-kriteria Dharuriyat. Hajjiyat dan Fahsiniyat.“Maka penyertaan surat
rekomendasi-dari-Rinas P3AP2KB dalam Peraturan Mahikamah Agung Nomor 5
Tahun 2019 guna pengajuan permohonan Dispensasi kawin di pengadilan Agama
Kajen termasuk dalamy tingkatan maslahah hajjiyat, karena mengandung
kemaslahatan yang bersifat untuk mengatasi kesulitan atau memenuhi hajat untuk
memenuhi  kebutuhan™part™dimana jika" tidak™ dilaksanakan tidak akan
menghancurkan kehidupan manusia namun akan menyulitkan manusia. Penyertaan
surat rekomendasi dari DP3AP2KB adalah kemaslahatan untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat dalam administrasi permohonan dispensasi kawin dan aparat
hukum dalam meyakinkan pertimbangan hakim.

Kata Kunci : Dispensasi kawin, Maqgasid as-syari’ah, Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 5 Tahun 2019.



ABSTRACT

Azifa Nadira. 2023. Magasid as-syari'ah Review of the Inclusion of the
DP3AP2KB Recommendation Letter in the Application for Marriage Dispensation
at the Kajen Religious Court. Supervisor: Khafid Abadi, M.H.

This research examines the legal consequences of including a DP3AP32KB
recommendation letter in a marriage dispensation application at the Kajen Religious
Court from the perspective of Supreme Court Regulation Number 5 of 2019 and
Magasid as-syarT'ah. This research isymotivated by the new implementation of
procedures for submitting DP3AR2KB kecommendation letters in the Religious
Courts in 2022, while the Supreme Court ofithe Republic of Indonesia has issued
regulations in 2019. Based on this” descriptiony, this research aims to reveal and
analyze the background 40the’fmplementation‘@fathese regulations in the Kajen
Religious Courts as wellasits implementation in‘requests for marriage dispensation
at the Kajen Religigusi€ourt based on the As-Syari‘afifCourt Regulatlons so that its
legal status in Islamic law is known. \

This type of research is field research using an empirical juridical approach.
This research usesiprimary data sources obtained from the Head of the Fulfillment
of Children's Rights and Protection (PHPA), Registrar and Judge at the Pekalongan
Religious CouftsSecondary data used are books, journals, previous research related
to the theme andSelected using documentation techniques. IMeanwhile, the data was
analyzed using qualitative analysis techniques.

The results of this study show that with the inclusion @f a recommendation
letter from thiSSBP3AP2KB, marital status before the MOU is considered valid
because this lettéris only a recommendation, not a termination. If we look at the
Dharuriyat ecriteria:-Hajjiyat and Tahsiniyat. So thewinclusion-of a fletter of
recommendation from the PSAP2KB Service in Supreme Court Regulation Number
5 of 2019 _for submitting:an application for Marriage Dispensation™at the Kajen
Religious Court is included in the level of maslahah hajjiyat, because it contains
benefits that are to overcome difficulties or fulfill‘the desire to fulfill new needs
which if not implementedyare not will destroy human life but will make things
difficult for humans. The‘melusion of a recommendation letter from DP3AP2KB is
beneficial to meet the needs of the community in administering marriage
dispensation applications and legal officials in convincing the judge's consideration.

Keywords: Marriage Dispensation, Supreme Court Regulation Number 5 of
2019, Magdasid as-syari'ah.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Indonesia menetapkan batasan usia pernikahan sesuai dengan
ketentuan Undang-Undan_g Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Undang-undang Memer 1 Fahun 1974 tentang Perkawinan. Salah
satu perubahapgundang-undang-tersebut ada dalam Pasal 7 ayat (1),
yakni batasan Usia perkawinan yang sebelumnya seorang laki-laki
adalah 19 tahun dan seorang perempuan adalah 16 tahun, Kini
mengalami perubahan menjadi minimal 19 tahun untuk keduanya.* Jika
cal@npengantin belum memenuhi usia tersebut;maka harus mengajukan
permohonan dispensasi kawin ke Pengadilant/Agama. Sementara itu,
dalamthukum Islam tidak memberikan batasantyang jelas tentang batas
usia untuk ‘menikah, namun syarat umumnya adalah sudah baligh,
berakal sehat, mampu membedakan<mana yang baik dan mana yang
buruk sehingga“ dapat memberikan persetujuannya untuk menikah.
Permohonan dispensasi kawin adalahperkara permohonan yang
diajukan oleh pemohon agar pengédilan memberikan izin kepada
pemohon dispensasi untuk dapat melangsungkan perkawinan.

Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah

Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman

1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.



Mengadili Permohonan Dispensasi kawin. PERMA tersebut saat ini
menjadi atura dasar bagi para hakim yang mengadili perkara dispensasi
kawin. Pasal 15 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 menjelaskan bahwa
dalam memeriksa anak yang dimohonkan dispensasi kawin, hakim
dapat meminta rekomendasi dari psikolog atau dokter/bidan, peksos
profesional, tenaga keSejahteraan sosial, P2TP2A, dan KPAI/KPAID.
Hal tersebut dikarenakan Dalam pemeriksaan di persidangan, hakim
perlu  mengidentifikasi anak yang “diajukan dalam permohonan
mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya mulai dari kondisi
psikelogis, kesehatan dan kesiapan anak melangsungkan perkawinan
dan'membangun kehidupan rumah tangga, dan paksaan psikis, seksual
atau €konomi terhadap anak dan keluarga untuk kawin atau
mengawinkan anak. Rekomendasi dari pihak tersebut bisa menjadi salah
satu” pertimbangan hakim karena hakim memperhatikan kepentingan
terbaik bagi anak.yang ingin menikah:

P2TP2A adalah singkatan dari< Pusat Pelayanan Terpadu
Perlindungan Perempuan dan Anak, yang merupakan Unit Pelaksana
Teknis dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau biasa disebut
dengan DP3AP2KB yang khusus menangani kekerasan terhadap
perempuan dan anak berbasis gender. Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintah



Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi
kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada
Kabupaten. Dalam pasal 15 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tercantum
hakim dapat meminta rekomendasi dari psikolog atau dokter/bidan,
peksos profesional 4tenaga kesejahteraan sosial, P2TP2A, dan
KPAI/KPAID.gNamun, dalam< persyaratan pengajuan permohonan
dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kajen,tidak merekomendasikan
surat rekomendasi P2TP2A melainkan surat'rekemendasi langsung dari
DP3AP2KB. Adapun tujuan dari peraturan ini adalah untuk menerapkan
asas kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang
anak, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan harkat dan
martabat manusia, non diskriminasi, keseteraan gender, persamaan di
depan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Peraturan
Ini-juga bertujuan. untuk menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang
melindungi hak anak, meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam
rangka pencegahan perkawinan anak, dan mengidentifikasi ada atau
tidaknya paksaan yang melatarbel.akangi pengajuan permohonan
dispensasi kawin.

Hal-hal baru yang tidak diatur di dalam hukum islam, seperti
halnya perintah undang-undang negara untuk adanya surat rekomendasi
dari DP3AP2KB (Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) dalam permohonan



dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kajen, akan bisa dianalisis dan
disimpulkan status hukumnya apakah sesuai atau tidak sesuai dengan
hukum islam. Salah satu teori untuk menganalisis itu adalah teori tujuan
hukum yang biasa dikenali dengan Maqasid as-syari’ah, yang secara
tekstual berarti tujuan hukum. Menurut teori Magasid as-syari’ah,
tujuan hukum islam adalah untuk kesejahteraan manusia. Kesejahteraan
akan terwujud jika'manusia menjalakan, syariat islam, atau menjalankan
apa yangsejalan dengan nilai-nilai yang dikandung di dalamnya. Nilai-
nilai/syariat yang berupa nilai maslahat itu telah'distrukturkan oleh para
ulamadan dapat dijadikan rekomendasi untuk mengidentifikasi mana
halshal baru yang sesuai dengan islam dan yang tidak sesuai melalui
Magasid as-Syari’ah, yaitu nilai-nilai atau kemanfaatan-kemanfaatan
ataukebutuhan manusia dapat diidentifikasi status hukum islamnya.
Berdasarkan pasal 15 PERMA Nomor™5 Tahun 2019 tersebut
diatas 'sudah jelas dalam redaksi menyatakan “hakim dapat meminta”
yang dalam hal ini berarti hanya sekedar sebuah penawaran atau opsi
bagi hakim untuk meminta surat rekomendasi, bukan suatu hal yang
wajib ada. Namun pada kenyataannya yang terjadi di lapangan atau
dalam hal ini di Pengadilan Agama Kajen, penyertaan surat
rekomendasi Dinas P3AP2KB ini menjadi wajib dan masuk dalam
daftar syarat-syarat pengajuan permohonan dispensasi kawin di
Pengadilan Agama Kajen yang tentunya menjadi sebuah gap dalam

penelitian ini. Untuk itu, maka penulis akan meneliti implementasi



norma keharusan adanya surat rekomendasi dari DP3AP2KB dalam
permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kajen yang baru
diterapkan pada tanggal 19 Agustus 2022.2 Penulis akan menggali
dasar-dasar pemilihan kebijakan yang dibuat di Pengadilan Agama
Kajen dan manfaat-manfaat yang dituju. Penyertaan surat rekomendasi
dari DP3AP2KB dalampermohenan dispensasi kawin tentu tidak lepas
dari kemanfaatan=kemanfaatan atau kebutuhan manusia. Hukum Islam
sendiri _gidak™ mengatur secara jelas tentang penyertaan surat
rekomendasi dari DP3AP2KB dalam permohonan dispensasi kawin,
akantetapi hukum positif telah merumuskan sejumlah aturan yang salah
satunya Undang-Undang Perkawinan. Maka penelitian ini selanjutnya
akan mengkajinya berdasar teori Magasid as=Syar: ai agar diketahui
statusthukumnya dalam hukum islam. Untukiitu, penulis melakukan
penelitian ini-dengan judul, “Tinjauan Maqastd as-syari’ah Terhadap
Penyertaan Surat Rekomendasi DP3AP2KB dalam Permohonan
Dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kajen”.
Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar .belakang di atas, maka dapat

dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

2 Fadhillah, Panitera Hukum, diwawancarai oleh Azifa Nadira, Pengadilan Agama Kajen,

12 Juli 2023.



1. Bagaimana akibat hukum terhadap pengajuan dispensasi kawin
yang tidak menyertakan surat rekomendasi DP3AP2KB di
Pengadilan Agama Kajen (Pernikahan 2019-2022)?

2. Bagaimana tinjauan Maqasid as-syari’ah terhadap penyertaan surat
rekomendasi dari DP3AP2KB dalam permohonan dispensasi kawin
di Pengadilan Agama Kajen?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah™ di atas, maka penelitian ini
menilikittjuan sebagai berikut:

1. fUntuk mengetahui akibat hukum terhadap pengajuan dispensasi
kawin yang tidak menyertakan surat rekomendasi DP3AP2KB di
Pengadilan Agama Kajen (Pernikahan 2019-2022).

2. fUntuk ‘menganalisis dan menyimpulkan tinjauan Magasid as-
syari’ah terhadap penyertaan surat rekomendasi dari DP3AP2KB
dalam permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kajen.

D. Kegunaan Penelitian
1. Manfaat Teoritis
a. Bagi para akademisi, hasil .penelitian ini diharapkan dapat
menambah wawasan dan mengembangkan ilmu pengetahuan
tentang akibat hukum dari penyertaan surat rekomendasi dari
DP3AP2KB dalam permohonan dispensasi kawin di
Pengadilan Agama Kajen dan status hukum islamnya menurut

tinjauan Maqasid as-syari’ah .



b. Bagi para peneliti, hasil Penelitian ini di harapkan dapat
menyediakan data atau informasi yang dapat digunakan
sebagai sebagai salah satu refrensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi
bahan informasi téntang ketentuan persyaratan pengajuan
permohonan™ dispensasi™ kawin dimana mereka harus
memperoleh surat rekomendasin dari DP3AP2KB dan
pandangan hukum islam mengenail \ hal ini, sehingga
masyarakat memiliki gambaran untuk akibat hukumnya dan
mengetahui status hukumnya.

b. Bagi Tokoh Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat
menjadi masukan tentang persyaratan permohonan dispensasi
kawin dan status hukum nya menurut hukum islam berdasar
teori Magasid as-syari’ah, sehingga tokoh masyarakat
diharapkan = dapat berpartisipasi untuk ~menumbuhkan
kesadaran taat hukum  yang ' membawa maslahat dan
manfaatnya kembali kepada rhasyarakat itu sendiri.

c. Bagi Praktisi Hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat
menjadi salah satu bahan bacaan yang informatif mengenai
pengalaman praktik penyertaan surat rekomendasi dari
DP3AP2KB dalam permohonan dispensasi kawin dan

analsisinya menurut Maqasid as-syari’ah sehingga memiliki



kemantapan hati untuk memberikan nasehat hukum kepada
masyarakat.
E. Kerangka Teori
1. Konsep Dispensasi kawin Dalam PERMA No. 5 Tahun 2019
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia telah
mengesahkan Pegaturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 5 _diahun” 2019 tentangy, Pedoman Mengadili Perkara

Dispgfsasi kawin. Peraturan.ini disahkanpada tanggal 20 November

2019 dan diundangkan pada tanggal 21 Nevember 2019 untuk

diketahui dan diberlakukan bagi selurah lapisan masyarakat.

Menurut pasal 1 (5) PERMA No. 5 Tahun 2019 Dispensasi Kawin

adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suamj

Isteri yang belum berusia 19 tahun funtuk melangsungkan

perkawinan.®

Adapun. tujuan ditetapkannya  pedoman = mengadili
permohonan dispensasi kawin adalah-untuk :

a. Menerapkan asas sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2,
yakni asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak untuk hidup
dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan pada pendapat
anak, asas penghargaan bagi martabat kemanusiaan, asas non

diskriminasi, asas kesetaraan gender, asas kesamaan kedudukan

3 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang
Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Jakarta: Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia,
2019), Bab I Pasal 1, (5).



di hadapan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas
kepastian hukum.;

b. Memastikan implementasi sistem peradilan yang melindungi
hak anak;

c. Meningkatkan tanggung jawab orang tua untuk mencegah

nya paksaan yang mendasari
permohonan dispen in; dan

standardisasi proses mengadili dispensasi kawin di
engadilan.

Apabila Panitera dalam pemeriksaan ohonan Dispensasi

in menemukan adanya kekurangan ratan administrasi,

a Panitera mengembalikan berkas a Pemohon untuk

gkapi. Namun jika permohonan nsasi kawin telah
syaratan admini n tersebut
ter, setela erkara. Dalam
hal mengajukan permohonan
dispensasi kawin tanpa dipungut biaya (prodeo);

Oleh karena itu dalam memeriksa anak yang dimohonkan
Dispensasi kawin Hakim dapat melakukan hal —hal berikut:

a. Mendengar penjelasan anak tanpa kehadiran orang tua ;



b. Mendengarkan kesaksian anak melalui pemeriksaan komunikasi
audio-visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat
lain;

c. Menyarankan agar anak ditemani oleh seorang Pendamping;

d. Meminta rekomendasi dari Psikolog ataupun Dokter/Bidan,
Pekerja SosialgProfesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat
Pelayanan® Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak
(R2TP2A), Komisi Perlindungan »Anak Indonesia/Daerah
(KPAI/KPAD) ; dan

€. Menghadirkan penerjemah/orang yang biasa berkomunikasi
dengan anak, apabila dibutuhkan.

2. Konsep Magasid as-syari’ah
Magasid didefinisikan sebagal hikmah atau rahasia di balik
perintah dan larangan Allah, atau alasan mengapa Allah menetapkan
hukum-Nya. Sementara itu, Syari‘ah didefinisikan dalam Lisan Arabi
sebagal agama dan perintah-perintah Allah, seperti puasa, salat, haji,
zakat, dan semua perbuatan baik. Pengan demikian, Magasid as-
syart'ah dapat dimengerti sebagai. tujuan dari serangkaian hukum

Islam dalam menegakkan keadilan dan kemaslahatan masyarakat,

bukan serangkaian peraturan yang mengarah pada kehancuran

ketertiban sosial..*

4 Retna Gumanti, “Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam
Hukum Islam)”, Jurnal Al-Himayah Vol. 2 No. 1, Maret 2018, 101.
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Menurut Jasser Auda Magasid as-syari'ah merupakan

seperangkat hukum Islam yang bertujuan agar terbentuknya suatu

keadilan dan kemaslahatan masyarakat. Sehingga maqasid syari’ah

erat kaitannya dengan kemaslahatan. Karena, tujuan dari magasid

syariah itu untuk mewujudkan sebuah kemaslahatan.

Kemaslahatagtmenurut,Jasser Audah dapat dilihat melalui 3

tingkatan yaitu:

a.

C.

Maslahah al-‘Ammah, yaitu kemaslahatan secara umum.
Dimana suatu maslahah dapat dilihat dan keseluruhan hukum
Islam. Maslahah al- ‘Ammah ini berkaitan dengan prilaku
seseorang seperti keadilan dan kemudahan.

Masalahah khassah yaitu suatu kemaslahatan yang berkaitan
dengan masalah khusus. Maslahah Khassah dapat dilihat dari
Setiap bab hukum Islam. Seperti keSejahteraan anak dalam
hukum keluarga, perlindungan’hukum bagi istri dan anak.
Maslahah_juz iyyah atau/maslahah persial yaitt kemaslahatan
dilihat dari inti sebuah jperistiwa hukum atau sebab terjadinya
suatu hukum. Seperti mengungkapkan kebenaran, meringankan
kesulitan, dan menghindari hal buruk yang dapat terjadi.

Menurut teori Magasid as-syari'ah, penetapan hukum adalah

untuk kemaslahatan umat manusia secara keseluruhan, baik di dunia

5 Jasser Auda. Membumikan Hukum Islam Melalui Magasid Syari’ah. (Bandung: Mizan

Pustaka, 2015)
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yang fana ini maupun di akhirat yang baga (abadi). Para ulama salaf
dan khalaf sepakat bahwa setiap hukum syariah pasti memiliki alasa
n (‘illat) serta tujuan (magasid) dalam penetapannya. Tujuan dan
alasan tersebut adalah untuk membangun dan memelihara
kesejahteraan manusia.

Cakupan Magasid Al-syari‘ah adalah kemaslahatan. Analisis
Magasid  AlSsyarrfah merupakan, upaya mendinamisasi dan
mengembangkan hukum sebagai Sesuatthyang mengandung nilai-
nilai filosofis dari hukum-hukum yang ‘disyariatkan Allah kepada
manusia. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan
akhirat, para ahli ushul figh membagi menjadi lima unsur pokok yang
harus dijaga dan diwujudkan, antara lain agama (ad-din), jiwa (an-
mafs), akal (al-aql), keturunan (an-nasl), dan'harta benda (al-mal).®

Dalam upaya mewujudkan kelima unsur pokok di atas, al-
Syatibi membagi menjadi tiga «peringkat tujuan syari'ah, yaitu
daruriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyiat. Pengelompokan ini didasarkan
pada tingkat kebutuhan dan skala prioritas. Urutan peringkat ini akan
terlihat tingkat kepentingannya, keﬁka kemashlahatan pada masing-
masing peringkat saling berlawanan. Dalam hal ini, peringkat
daruriyyat menempati urutan pertama, disusul peringkat kedua yakni

hajiyyat, kemudian disusul dengan peringkat tahsiniyiat. Di sisi lain,

® Faisar Ananda Arfa, “Filsafat Hukum Islam”, (Medan: Cita Pustaka, 2007), 102-103.
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dapat dilihat bahwa peringkat ketiga melengkapi peringkat kedua,
dan peringkat kedua melengkapi peringkat pertama.’
F. Penelitian yang relevan

Adapun penelitian yang relevan dengan tema yang diangkat oleh
peneliti adalah sebagai berikut:

Penelitian skripsi®yang dilakukan oleh Ahmad Junaidi dengan
judul Implememtasi PERMA No. 5%lahun 2019 Tentang Pedoman
Mengadili*Perkara Dispensasi kawin ‘Qleh Hakim Pengadilan Agama
Pon@rego. Dari hasil penelitian tersebut “kesimpulan yang didapat
adalah: 1) Bahwa Hakim PA Ponorogo menggunakan Paradigma
Hukum Islam dengan corak literalis. Hal™ Ini ditandai dengan
kecenderungan bersandar pada pendapat ulama salaf dan penggunaan
teofimaslahah yang belum banyak dikembangkan pemahamannya. Hal
ini dranggap Hakim PA Ponorogo relevan dengan 10 asas sebagaimana
termuat dalam PERMA No. 5 Tahun 2019. 2) Hakim Pengadilan Agama
Ponorogo dapat mengimplementasikan PERMA tersebut namun belum
efektif karema adanya beberapa faktor/penghambat, antara lain; faktor
penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan
faktor sosial budaya.® Persamaannya dengan penelitian penulis adalah

ada pada pembahasan PERMA no.5 Tahun 2019 sedangkan

" Fathurrahman Djamil, “Filsafat Hukum Islam”, (Jakarta: Logos Wacana llmu, 1997), 123.

8 Tifani, M. A. A., & Junaidi, A. (2023). Dispensasi Perkawinan oleh Hakim PA
Ponorogo Perspektif Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 . Journal of Economics,
Law, and Humanities, 2(1), 45-58. https://doi.org/10.21154/jelhum.v2i1.1520 (Diakses pada
tanggal 1 juli 2023).
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perbedaannya dalam penelitian ini lebih fokus pada pasal 15 terkait
penyertaan surat rekomendasinya serta pembahasan tingkatan dalam
hukum islam menurut teori Maqgasid as-syari’ah.

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Elhamah Nandika Bintan
dengan judul Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun
2019 Tentang Pedoman“Mengadili Permohonan Dispensasi kawin Di
Pengadilan Agama Pamekasan.“Hasilypenelitian, yang pertama yakni
penerapan Peraturan Mahkamah Agung Noemor 5 Tahun 2019 Tentang
Pedoman ‘Mengadili Permohonan Dispensasi® kawin Di Pengadilan
Agama Pamekasan memang benar-benar sudah diterapkan dan sangat
berupaya semaksimal mungkin dalam penerapannya, akan tetapi dalam
halfinitidak bisa dikatakan bejalan efektif dikarenakan masih banyak
kekurangan yang harus diperbaiki baik itu dark segi penegakannya di
Pengadilan Agama Pamekasan ataupun dari segi Kesadaran masyarakat
yang masih minim informasi akan hal tersebut perluadanaya hubungan
timbal balik didalamnya guna mewujudkan penerapan secara efektif,
efisien,cepat dan biaya ringan.

Kedua Kendala Penerapan Perafuran Mahkamah Agung Nomor 5
Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Pamekasan terkendala ruang sidang
yang sedikit semenetara jumlah kasus permohonan sangat banyak dan
jumlah hakim minim membuat sedikit terhambatnya proses
penerapannya serta masih belum terjalin sepenuhnya koordinasi antar

(lembaga pendamping) yang berkomitmen menangani permasalahan
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seperti ini sebut saja, dinas kesehatan, dinas sosial, dan P3A, dan sangat
perlu kerjasama akan hal tersebut guna kepentingan bersama,
dikarenkan dalam peroses penegakannya perlu adanya koordinasi
semacam tersebut dan tidak cukup dari sisi pengadilan saja yang
menanganinya ini tanggung jawab bersama. ° Penelitian ini hanya
membahas terkait pegérapan Perma No.5 Tahun 2019 di Pengadilan
Agama sedangkan‘penelitian penulis fekus pada tambahan persyaratan
penyertaan surat rekomendasi seuai pada pasal 15 PERMA No.5 Tahun
2019:

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Martha Eri Safira dengan
judubEfektivitas Peraturan Mahkamah Agung Noemor 5 Tahun 2019
Terhadap Permohonan Dispensasi kawin DI Pengadilan Agama
Ponerego (Studi Analisis Permohonan Perkara Dispensasi kawin Tahun
2019-2021). Dari penelitian ini dapat disimputkan bahwa penerapan
syarat-syarat Permohonan dispensasickawin belum efektif karena tidak
sesual dengan PERMA No. 5/Tahun 2019. Dalam hal pengajuan
permohonan sudah efektif karena sudahrsesuai dengan PERMA No. 5
Tahun 2019 dan terkait pemeriksaan berkara belum efektif karena ada
syarat-syarat dalam pemeriksaan yang tidak digunakan oleh hakim.
Penerapan PERMA No. 5 Tahun 2019 terhadap penanganan perkara

dispensasi kawin di PA Ponorogo belum begitu efektif karena semakin

® Maulana, Farizal (2021) Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019
Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi kawin Di Pengadilan Agama Pamekasan.
Diploma thesis, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA.
http://etheses.iainmadura.ac.id/id/eprint/1871 (Diakses pada tanggal 1 juli 2023).
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banyaknya perkara permohonan dispensasi kawin yang seharusnya lahir
dengan tujuan untuk mencegah maraknya perkara dispensasi kawin.!
Persamaanya dengan penelitian penulis adalah pembahasan pada syarat
permohonan dispensasi nikah namun pada penelitian ini tidak
membahas mendetail terkait surat rekomendasinya.

Penelitian jurnalfyang dilakukan oleh Agus Khalimi, "Dispensasi
Perkawinan dalam Perspektif Maslahah". Permasalahan yang dibahas
dalam penelitian ini.mengenai dispensasiykawin dalam perspektif
maslahah adalah bahwa dispensasi hanya dapat diberikan apabila tidak
berténtangan dengan tujuan hukum Islam (magasid as-syari'ah) dalam
menjaga keselamatan keturunan (hifdzu al-pasl) dalam tingkat al-
darurtyyah —atau minimal al-hajiyyah, [tanpa membahayakan
keselamatan jiwa para pihak yang terikat dalam ikatan perkawinan
(hifdztual-nafs) dan keberlangsungan pendidikan anak yang diberikan
dispensasi kawin, (hifdzu alaql).'* Penelitian ini membahas tentang
kedudukan dispensasi kawin pada hukumdslam menurut teori Magasid
as-syari’ah, sedangkan pada penelitian penulis membahas kedudukan
surat rekomendasi DP3AP2KB sebagéi syarat dispensasi kawin hukum

islam

10 Nurrohman, Irfan (2021) Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun
2019 Terhadap Permohonan Dispensasi kawin Di Pengadilan Agama Ponorogo (Studi Analisis
Permohonan Perkara Dispensasi kawin Tahun 2019-2021). Undergraduate (S1) thesis, IAIN
PONOROGO. http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/16956 (Diakses pada tanggal 1 juli 2023)

11 Agus Khalimi., “Dispensasi kawin Dalam Perspektif Maslahah”
https://103.142.62.251/index.php/al-hukkam/article/download/4823/2157/ (Diakses pada tanggal 1

juli 2023.
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G. Metode Penelitian
Dalam penelitian ini, para peneliti menggunakan serangkaian
metode secara sistematis, logis, dan masuk akal. Suatu metode ilmiah
dapat dipercaya jika disusun dengan menggunakan metode yang tepat.
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini-merupakan jenis penelitian yuridis normatif-
empiris. Y.ang merupakan “suatuypemahaman hukum dalam arti
norma (aturan) dan pelaksanaan aturan hukum dalam prilaku nyata
sebagal akibat keberlakuan norma hukum. Perilaku tersebut dapat
diobservasi dengan nyata dan merupakan bukti apakah warga telah
berperilaku sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum
normatif (peraturan perundang-undangan dan dokumen tertulis
lainnya.

Penelitian hukum normatif-empiris™ (terapan), merupakan
penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan
hukum paositif (perundangundangan) dan dokumen tertulis secara in
action (faktual) pada suatu setiap/ peristiva hukum tertentu yang
terjadi dalam masyarakat. Pengkajian tersebut bertujuan untuk
memastikan apakah hasil penerapan hukum pada peristiwa hukum
in concreto sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan. Atau dengan kata lain apakah ketentuan

peraturan perundang-undangan telah dilaksanakan sebagaimana
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mestinya, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan mencapai
tujuannya atau tidak.'2

Penelitian hukum normatif-empiris (applied law research)
adalah “penelitian hukum mengenai pemberlakukan atau
implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-
undang, atau koni@ak) secara,in action pada setiap peristiwa hukum
tertentu yaag terjadi dalamimasyarakat. Implementasi secara in
action® tersebut merupakan fakta empiris dan berguna untuk
mencapai tujuan yang telah ditentukan. Implementasi secara in
action diharapkan akan berlangsung sempurna apabila rumusan
ketentuan hukum normatifnya jelas dan tegas serta lengkap.

Dalam penelitian hukum normatif:empiris selalu terdapat
gabungan dua tahap kajian, yakni Tahap pertama, kajian mengenai
nukum ‘normatif (peraturan perundang-undangan), atau kontrak
yang berlaku; dan tahap yang kedua, kajian-hukum empiris berupa
penerapan (implementasi) pada peristiwa hukum in concreto guna
mencapal tujuan yang telah ditentukan.

Oleh karena itu, penelitiah hukum ini disebut penelitian
hukum normatif- empiris atau penelitian hukum normatif-empiris
(terapan) (applied law research). Penelitian hukum normatif-

empiris membutuhkan data sekunder dan data primer.*3 Pelaksanaan

12 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, CitraAditya Bakti, Bandung,

2004, 53.

13 Abdulkadir Muhammad. Hukum dan Penelitian Hukum. (Bandung : CitraAditya Bakti,

2004), 53.
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atau implementasi hukum diwujudkan melalui; Perbuatan nyata
(real action), Dokumen hukum (legal document).

Peneliti atau ahli hukum tidak hanya menjelaskan dari sudut
pandang normatif saja, tetapi sebaiknya memahami kondisi dan
situasi sosial kemasyarakatan di mana hukum itu diterapkan. Oleh
karena itu, penelitiddam@ahlirhukum harus juga melakukan penelitian
hukum secara'empiris (sosiologishtentang penerapan hukum dalam
masyarakat. Sehingga hasilnya selain akan memberikan pemahaman
yang utuh terhadap hukum dalam konteks norma aturan maupun
hukum ketika diterapkan dalam konteks| sosial kemasyarakatan.
Selain itu, akan memudahkan bagi para pengkaji hukum untuk
mendorong perkembangan ilmu hukum yang mempunyai nilai guna
Pagi masyarakat, begitu pula akan bermanfaat bagi para praktisi dan
para legislator dalam merumuskan peraturan perundang-undangan
agar bisa melindungi kepentingan masyarakat sesuai dengan
kebutuhan dan perkembangan zaman. Karena keberadaan faktor
sosiologis (kenyataan dan/kebutuhan dalam masyarakat) sangat
penting dalam pembuatan peratufan perundang-undangan maupun
dalam pembuatan kontrak atau dalam pembuatan putusan hakim.

Pengertian penelitian hukum normatif-empiris merupakan
kekhasan penelitian hukum yang banyak dilakukan di Indonesia,
yakni  penelitian  hukum  yang menggabungkan  atau

mengkompromikan aatau mengharmonisasikan penelitian hukum
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normative dengan penelitian hukum empiris secara bersamaan
dalam satu kegiatan penelitian hukum.*

Dalam pendekatan hukum normatif-empiris yang meneliti
tentang Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili
permohonan diggensasi ‘kawin terhadap penyertaan Surat
RekomendasifDP3AP2KB dalam Permohonan Dispensasi kawin di
Pengatilan”Agama Kajen, yang mana baru diterapkan pada bulan

Agustus 2022.

2. Jenis Dan Sumber Data

Terdapat dua jenis data yang dipergunakan dalam peneltian

Inl, yaitu data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diambil secara langsung
oleh peneliti dari sumber utama. Dalam hal ini sumber data
primernya adalah responden yang terlibat dalam penelitian
penulis yaitu Tina Eri Astuti, 3.E:;'M.M. selaku kepala bidang
Pemenuhan Hak dan Perlinduhgan Anak di DP3AP2KB, Agus
Alamsyah, S.H., M.H. selaku hakim di Pengadilan Agama

Kajen, Sulaiman Latsi, S.H. selaku hakim di Pengadilan Agama

1 Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. (Mataram-NTB : Mataram University Press,

2020). 115-118.
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Kajen, dan Fadhillah, S.H. selaku panitera di Pengadilan Agama
Kajen.
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah sumber data pendukung yang

berfungsi menguatkan data primer dan diperoleh melalui

literatur buk karya ilmiah, kitab atau sumber lain
yang b I penelitian penulis. Dalam hal

r data sekundernya a ngetahuan dan informasi

g didapatkan melalui pene referensi,  seperti

erundang-undangan tentang perka naskah akademik

ndang-undang perkawinan, perun undangan tentang

ispensasi kawin, pendapat para a entang persyaratan

ermohonan dispensasi kawin, jurnal il maupun buku-buku,

an dokumen tambahan lain yang ber dengan penelitian

an Data

P

data menggunakan teknik
sebagai berikut:
a. Wawancara

Wawancara bertujuan untuk menggali informasi antara

dua orang melalui ide tanya jawab. Jadi peneliti membuat

beberapa inti permasalahan yang akan diteliti dalam proses

wawancara yang akan dilakukan sesuai dengan situasi setempat.
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Adapun narasumber yang diwawancarai yaitu Tina Eri Astuti,
S.E., M.M. selaku kepala bidang Pemenuhan Hak dan
Perlindungan Anak di DP3AP2KB, Agus Alamsyah, S.H., M.H.
selaku hakim di Pengadilan Agama Kajen, Sulaiman Latsi, S.H.
selaku hakim di Pengadilan Agama Kajen, dan Fadhillah, S.H.
selaku paniterafdirPengadilan Agama Kajen.
b. Dokumentasi
Dalam hal ini menggunakan teknik dokumentasi dengan
menggali’ informasi dan penelaahan sumber-sumber tertulis
yaitu: buku, jurnal, maupun artikel, hasil penelitian dan skripsi.t®
Dokumentasi dilakukan dengan menelaah sumber referensi dan
klasifikasi formula penelitian serta pengutipan referensi tentang
tinjauan Maqasid as-syari’akh terhadap| penyertaan surat
rekomendasi dari DP3AP2KB dalam “permohonan dispensasi
kawin.
4. Teknik Analisis Data
Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat
pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan
data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah
melakukan analisis terhadap jawaban dari informan. Apabila

jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum

15 Nurul Zuriah, “Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan”, (Jakarta : Bumi Aksara,
2006), 176.
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memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi,
sampal tahap tertentu sehingga diperoleh data yang kredibel. Secara
umum, penelitian kualitatif dalam melakukan analisis data, banyak
menggunakan model analisis yang dicetuskan oleh Miles dan
Huberman vyang sering disebut dengan metode analisis data
interaktif. Merekadmengungkapkan bahwa aktivitas dalam analisis
data kualitatifdil@kukan secara‘interaktif dan berlangsung secara
terus-mMenerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.
Metode analisis ini digunakan ‘penulis untuk memahami
tinjauan magasid as-syari'ah terhadap penyertaan surat rekomendasi
dari DP3AP2KB dalam permohonan dispensasi kawin. Aktivitas

dalam analisis data kualitatif ada tiga, yaitu tahap reduksi data, display

data, dan kesimpulan atau verifikasi.. Langkah-langkah tersebut
ditraikan sebagai berikut:
a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak,
sehingga perlu dicatat secara teliti’ dan rinci. Seperti telah
dikemukakan sebelumnya, semékin lama peneliti ke lapangan,
maka jumlah data yang diperoleh akan semakin banyak, kompleks,
dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui
reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal
yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari

tema dan polanya.
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Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan
gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk
melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya apabila
diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan, seperti
komputer, notebook, dan lain sebagainya. Dalam mereduksi data,
setiap peneliti akafrdipandiyoleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan
utama darigpenelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena
itu, apabila peneliti dalam melakukan penelitian menemukan segala
sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola,
justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam
melakukan reduksi data.

Reduksi data merupakan  proses ‘berpikir sensitif yang
memerlukan kecerdasan, keleluasaan, dan kedalaman wawasan
yang tinggi. Bagi peneliti yang masih bartu, dalam melakukan
reduksi data.dapat mendiskusikan dengan teman atau orang lain
yang dipandang cukup menguasaic permasalahan yang diteliti.
Melalui diskusi itu, wawasan pengliti akan berkembang, sehingga
dapat mereduksi data-data yahg memiliki nilai temuan dan

pengembangan teori yang signifikan.®

16 Sirajuddin Sira Saleh. Analisis Data Kualitatif. Cet. Pertama . (Bandung : Pustaka
Ramadhan, 2017). 14.

24



b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah
menyajikan data. Dalam penelitian kuantitatif, penyajian data dapat
dilakukan dengan menggunakan tabel, grafik, pictogram, dan
sebagainya. Melalui penyajian data tersebut, maka data
terorganisasikan damtersusun dalam pola hubungan, sehingga akan
semakin mgdah'drpahami. Beda halnya dalam penelitian kualitatif,
di mana penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat,
pagan, hubungan antarkategori, dan sejenisnya’’

Dalam penelitian ini, penulis akanfmenyajikan data dalam
pentuk naratif. Penyajian data yang akan digunakan pada data
penelitian kualitatif ini adalah bentuk naratif, Data-data tersebut
adalah hasil dari informasi yang tersusun secara sistematis sehingga
mudah untuk dipahami. Yaitu menyajikan'sebagian data informasi
yang telah tertata rapi serta memberikan dugaan sementaraguna
mempereleh kesimpulan /sementara. Kemudian melakukan
pengambilan tindakan dalam penyajian data yang telah dianalisi
secara deskriptif. Yaitu dengan ménjabarkan satu persatu data yang
terkait dengan penelitian. Dengan penyajian data maka akan

mempermudah peneliti untuk mengkaji.

17 Sirajuddin Sira Saleh. Analisis Data Kualitatif. Cet. Pertama . (Bandung : Pustaka
Ramadhan, 2017). 15.
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C.

Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dan verifikasi langkah ketiga dalam
analisis data dalam penelitian kualitatif menurut Miles dan
Huberman (2014) adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.
Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan
akan mengalamigperubahan, apabila tidak ditemukan buktibukti
yang kuatdyang” mendukung pada tahap pengumpulan data
berikatnya.” Tetapi apabila kesimpulanyyang dikemukakan pada
tahap awal didukung oleh bukti-bukti yangvalid dan konsisten saat
peneliti. kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka
kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang
Kredibel.

Langkah ini  merupakan langkah akhir  dalam
mengidentifikasi data yang diperoleh dengan tetap berfokus pada
rumusan masalah yang hendak.dicapal. Data yang telah disusun
untuk melihat perbedaan satu dengan yang lain sehingga dapat
ditarik'kesimpulan untuk menjawab permasalahan. Yang dalam
hal ini menjawab dari rumusan mésalah dari penelitian penulis yaitu
memahami dan mendiskripsikan implementasi penyertaan surat
rekomendasi dari DP3AP2KB dalam permohonan dispensasi kawin
di Pengadilan Agama Kajen dan tinjauan Maqasid as-syari’ah
terhadap penyertaan surat rekomendasi dari DP3AP2KB dalam

permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kajen.
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H. Sistematika Penulisan

Bab | Pendahuluan yang didalamnya memuat latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian,
kerangka teoretik, penelitian yang relevan dan metode penelitian.

Bab Il Dispensasi Kawin Dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019
dan Magasid as-syarziak, mengenai landasan teori yang memuat konsep
dispensasi kawifydasar hukum ‘permekonan dispensasi kawin menurut
undang-undang, PERMA nomor 5 Tahun 2019 mengenai pedoman
mengadili'dispensasi kawin, serta teori Maqgasid as-syari’'ah.

Bab Il Gambaran umum Pengadilan Agama Kajen, Dinas
P3AP2KB, Dan Surat rekomendasi DP3AP2KB dalam permohonan
dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kajen, Isinya tentang profil
Pengadilan Agama Kajen, profil Dinas P3AP2KB, latar belakang dan
urgenst dari penyertaan surat rekomendasSt DP3AP2KB, hasil
wawancara terkait implementasi penyertaan surat rekomendasi dari
DP3AP2KB dalam permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama
Kajen

Bab IV Analisis terkait penyertaén surat rekomendasi DP3AP2KB
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 dalam Maqasid as-
syari’ah dan akibat hukumnya.

Bab V Penutup, yang didalamnya memuat tentang simpulan dan

saran.
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BAB V

PENUTUP

A. Simpulan
Hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis akibat hukum dari

Peraturan Mahkamah Agu omor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman

Mengadili Dispensasi id as-syari'ah terhadap penyertaan

bukti hakim akan

tikan faktanya yaitu adanya alasan- yang sah menurut

untuk dispensasi kawin telah uhi. Karena surat

ndasi DP3AP2KB hanya bersif ajiyyat, sehingga

daannya cukup membantu dalam men ikan suatu masalah

jika tidak adapun tidak akan hidupan

manusia n [ ja. hukum dari

um di sepakati

adanya ilangsungkan berada dalam
status yang sah karena surat rekomendasi ini bersifat rekomendasi
bukan pemutus dan hanya berada pada tingkatan hajiyyat.

2. Dilihat dari kriteria dharuriyat, hajjiyat dan tahsiniyat. Maka

penyertaan surat rekomendasi dari Dinas P3AP2KB dalam Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 guna pengajuan

101



permohonan Dispensasi kawin di pengadilan Agama Kajen termasuk

dalam tingkatan maslahah hajjiyat, karena mengandung kemaslahatan

yang bersifat untuk mengatasi kesulitan atau memenuhi hajat untuk
memenuhi kebuituhan baru dimana jika tidak dilaksanakan tidak akan
menghancurkan kehidupan manusia namun akan menyulitkan
manusia. Penyertaan surat rekomendasi dari DP3AP2KB adalah
kemaslahatang untuk™ memenuhl Skebutuhan masyarakat dalam
administrasi permohonan dispensasi ‘kawinydan aparat hukum dalam
meyakinkan pertimbangan hukum.

B. Saran

Berdasarkan simpulan diatas, maka dari penelitian ini diharapkan
dapat memberikan sebuah sumbangan pikiran yang secara kognitif dapat
mengembangakan ilmu hukum, khususnya hukum yang mengatur terkait
dispensast” kawin dan berkaitan dengan khazanah perundang-undangan
umum-maupun islam sehingga menjadi bangunan teoritis yang dapat
dikembangkan secara akademis.

Hasil penelitian ini secara praktis diarahkan untuk menjawab isu
hukum yang dapat memberikan suatﬁ manfaat dalam pelaksanaan
dispensasi kawin. Secara spesifik kepada masyarakat untuk lebih sadar lagi
terkait pernikahan anak usia dini, jika memang belum cukup usia dan tidak
ada hal yang mendesak maka lebih baik untuk ditunda terlebih dahulu
sampai tiba waktunya siap untuk menikah. Dan calon pemohon untuk lebih

patuh lagi terhadap ketentuan prosedural dalam pengajuan permohonan
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dispensasi kawin agar lebih cermat dan komprehensif dalam
mengimplementasikannya.

Selain itu, saran untuk pemerintah setempat untuk terus
mengupayakan menyadarkan masyarakat dalam menangani kasus

dispensasi kawin. Khususnya kesadaran terkait bahaya menikah di usia dini,

agar masyarakat dapat in-poin penting dalam sucinya ikatan

pernikahan. Dan inas P3AP2KB, dalam surat
ikeluarkan oleh Din rdayaan Perempuan dan
Perlind nak-Dan Pengendalian Pendud Keluarga Berencana
ipertegas lagi terkait penambahan r I yang menyatakan
pengantin di rekomendasikan atau tid tuk melangsungkan

Supaya surat tersebut dapat meyakin ertimbangan hakim

di pen an. Sehingga dengan adanya surat mendasi ini dalam

dispensasi kawin di pengadilan agam at menjadi penunda

ikahan sesuai d omor 16
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